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BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KAPUAS HULU,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Penyelenggaraan Kearsipan di tingkat
kabupaten/kota merupakan tanggung jawab

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

.bahwa untuk menjamin arsip yang autentik dan
terpercaya, maka penyelenggaraan kearsipan perlu dikelola
melalui  sistem  penyelenggaraan  kearsipan yang

komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820); ?
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2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsiapan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.






